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Abstract : According M. Mannan that distinguishes the Islamic economy and other modern economic systems,
he argues, is that within an Islamic framework, prosperity and economic prosperity are the means of
achieving spiritual and moral goals. Therefore, he proposes the modification of conventional Neo-
Classical economic theory and its tools to realize changes in value orientation, institutional
arrangements and objectives achieved. Muhammad A.Mannan considers that the concept of
development in Islam has advantages over modern concepts of development. The context of
economic development planning, fiscal policy design refers to the policy made by the government to
direct a country's economy through government expenditures and revenues (in the form of taxes).
Mannan's opinion in the concept of Islamic economy, fiscal policy aims to develop a society based
on the distribution of balanced wealth by placing material and spiritual values at the same level.
Keywords : Islamic economi, fiscal policy
Abstrak : Menurut M. mannan yang membedakan perekonomian Islam dan sistem-sistem ekonomi modern
yang lain, menurutnya, adalah bahwa di dalam suatu kerangka Islam, kemakmuran dan
kesejahteraan ekonomi merupakan sarana untuk mencapai tujuan spritual dan moral. Oleh karena
itu, ia mengusulkan modifikasi teori ekonomi Neo-Klasik konvensional dan peralatannya untuk
mewujudkan perubahan dalam orientasi nilai, penataan kelembagaan dan tujuan yang dicapai.
Muhammad A.Mannan menilai bahwa konsep pembangunan dalam Islam memiliki keunggulan
dibandingkan konsep modern  tentang pembangunan. Dalam konteks perencanaan pembangunan
ekonomi, rancangan kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk
mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak)
pemerintah. Pendapat Mannan dalam konsep ekonomi Islam, kebijaksanaan fiskal bertujuan untuk
mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan
menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama.
Kata kunci :Ekonomi islam, kebijakan fiskal
A. PENDAHULUAN
Mannan mendefinisikan ekonomi
islam sebagai sebuah ilmu sosial yang
mempelajari masalah–masalah ekonomi
bagi suatu masyarakat yang diilhami oleh
nilai – nilai islam. Ekonomi islam itu
berhubungan dengan produksi, distribusi
dan konsumsi barang serta jasa didalam
kerangka masyarakat islam yang
didalamnya jalan hidup islami ditegakkan
sepenuhnya.1 Pemikiran ekonominya
dituangkan dalam karya-karyanya Islamic
Economics: Theory and Practice (1970)
dan The Making of Islamic Economic
1Muhammed Aslam Haneef, .Pemikiran
Ekonomi Islam Kontemporer. (Jakarta: Rajawali
pers.2010), h. 17
Society (1984). Beliau mendefinisikan
ekonomi Islam sebagai “ilmu
pengetahuan sosial yang mempelajari
masalah-masalah ekonomi rakyat yang
diilhami oleh nilai-nilai Islam.” Ketika
ekonomi Islam dihadapkan pada masalah
”kelangkaan”, maka bagi Mannan, sama
saja artinya dengan kelangkaan dalam
ekonomi Barat. Bedanya adalah pilihan
individu terhadap alternatif penggunaan
sumber daya, yang dipengaruhi oleh
keyakinan terhadap nilai-nilai Islam.
Oleh karena itu, menurut Mannan,
yang membedakan sistem ekonomi Islam
dari sistem sosio-ekonomi lain adalah
sifat motivasional yang mempengaruhi
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pola, struktur, arah dan komposisi
produksi, distribusi dan konsumsi.
Dengan demikian, tugas utama ekonomi
Islam adalah menganalisis faktor-faktor
yang mempengaruhi asal-usul permintaan
dan penawaran sehingga dimungkinkan
untuk mengubah keduanya ke arah
distribusi yang lebih adil.2
Pemikiran ekonominya dituangkan
dalam karya-karyanya; The Economic
Enterprise in Islam (1971) dan Some
Aspects of The Islamic Economy (1978).
Ia mendefinisikan ekonomi Islam sebagai
“respon para pemikir muslim terhadap
tantangan ekonomi yang dihadapi pada
zaman mereka masing-masing. Dalam
usaha ini, mereka dibantu oleh Qur’an
dan Sunnah, baik sebagai dalil dan
petunjuk maupun sebagai eksprimen.”
Siddiqi menolak determinisme ekonomi
Marx. Baginya, ekonomi Islam itu
modern, memanfaatkan teknik produksi
terbaik dan metode organisasi yang ada.
Sifat Islamnya terletak pada basis
hubungan antarmanusia, di samping pada
sikap dan kebijakan-kebijakan sosial
yang membentuk sistem tersebut. Ciri
utama yang membedakan perekonomian
Islam dan sistem-sistem ekonomi modern
yang lain, menurutnya, adalah bahwa di
dalam suatu kerangka Islam,
2Hulwati, Ekonomi Islam, ( Jakarta: Ciputat
Press Group, 2009), h.1-3
kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi
merupakan sarana untuk mencapai tujuan
spritual dan moral. Oleh karena itu, ia
mengusulkan modifikasi teori ekonomi
Neo-Klasik konvensional dan
peralatannya untuk mewujudkan
perubahan dalam orientasi nilai, penataan
kelembagaan dan tujuan yang dicapai.3
B. PEMBAHASAN
1. Biografi Muhammad Abdul
Mannan
Muhammad Abdul Mannan lahir
di Bangladesh tahun 1938. Pada tahun
1960, ia mendapat gelar Master di
bidangEkonomi dari Rajashi
University dan bekerja di Pakistan.
Tahun 1970, ia meneruskan belajar di
Michigan State University dan
mendapat gelar Doktor pada tahun
1973. Setelah mendapat gelar doctor,
Mannan mengajar di Papua Nugini.
Pada tahun 1978, ia ditunjuk sebagai
Profesor di International Centre for
Research in Islamic Economics di
Jeddah.4
Sebagian karya Abdul Mannan
adalah Islamic Economics, Theory and
Practice, Delhi, Sh. M. Ashraf, 1970.
Buku ini oleh sebagian besar
mahasiswa dan sarjana ekonomi Islam
dijadikan sebagai buku teks pertama
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ekonomi Islam. Penulis memandang
bahwa kesuksesan Mannan harus
dilihat di dalam konteks dan periode
penulisannya. Pada tahun 1970-an,
ekonomi Islam baru sedang mencari
formulanya, sementara itu Mannan
berhasil mengurai lebih seksama
mengenai kerangka dan ciri khusus
ekonomi Islam. Harus diakui bahwa
pada saat itu yang dimaksud ekonomi
Islam adalah fikih muamalah.
Seiring dengan berlalunya waktu,
ruang lingkup dan kedalaman
pembahasan ekonomi Islam juga
berkembang. Hal tersebut mendorong
Abdul Mannan menerbitkan buku lagi
pada tahun 1984 yakni The Making of
Islamic Economiy. Buku tersebut
menurut Mannan dapat dipandang
sebagai upaya yang lebih serius dan
terperinci dalam menjelaskan bukunya
yang pertama.5
2. Pemikiran Abdul Mannan Tentang
Ekonomi Islam
Abdul Manan ketika menjelaskan
pengertian ekonomi Islam
menyebutkan “Islamic economics is a
social science which studies the
economics problems of a people
imbued with the values of islam”.
Dimana menurut beliau ilmu ekonomi
Islam adalah ilmu pengetahuan sosial
5Ibid, h. 16
yang mempelajari masalah-masalah
ekonomi masyarakat yang diilhami
oleh nilai-nilai Islam.6 Dalam bukunya
yang sudah di terjemahkan dalam
bahasa Indonesia dengan judul “Teori
dan Praktek Ekonomi Islam”, Abdul
Mannan telah memaparkan hampir
seluruh aspek ekonomi Islam secara
utuh dan rinci. Mannan benar-benar
ingin membangun sebuah ekonomi
Islam mulai dari kerangka paradigma
teorinya, aspek individu, kelembagaan
sampai ke tingkat negara.
Dalam persoalan pertumbuhan
ekonomi, Mannan berpendapat bahwa
persoalan-persoalan yang berkaitan
dalam masalah produksi harus
diselesaikan dan dipastikan status
hukumnya. Beberapa masalah yang
pokok yang berkaitan dengan faktor
produksi yang harus tuntas
penyelesaiannya adalah menyangkut:
sistem penguasaan tanah dalam,
kebijakan tentang kependudukan dan
hubungan industrial. Ketiga hal itu
dianggap penting dan menentukan
dalam kaitannya dengan produksi
dalam ekonomi Islam, sedangkan
kapitalisme maupun sosialisme telah
dianggap gagal dalam menyelesaikan
persoalan itu.
6Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi
Islam, (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997),
h. 19
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Dalam persoalan penguasaan
tanah, menurut Mannan, Islam telah
menekankan bahwa tanah harus dapat
dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk
kepentingan masyarakat, karena itu
pemilikan dan penguasaan atas tanah
untuk keuntungan segelintir orang
(feodalisme) bertentangan dengan
Islam, demikian juga pada sistem
zamindari yang pada hakikatnya
melakukan pembagian tanah secara
merata pada semua penggarap tanah
adalah bertentangan dengan Islam.
Untuk mengindari hal itu, Islam
menekankan arti pentingnya
penggarapan tanah pada pemiliknya
sendiri. Jika tidak mampu
menggarapnya, harus diberikan
kepada orang lain yang mampu
menggarapnya serta melarang untuk
menyewakannya pada orang lain. Jika
seseorang tidak mampu menggarap
tanahnya maka hak pemilikannya
hanya sebatas maksimal tiga tahun
Dalam persoalan kependudukan,
keluarga berencana (KB) melalui
pembatasan kelahiran merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari
suatu kebijakan pembatasan penduduk




perkawinan yang bahagia di antara
pertumbuhan ekonomi bagi suatu
bangsa secara keseluruhan. Adanya
kontroversial di dunia Islam yang
berkaitan dengan program KB,
Mannan lebih cenderung berpendapat
untuk menyetujui diterapkannya
program KB sebagai kebijakan
pengendalian penduduk yang
komprehensif bagi dunia Islam.
Negara Islam membawa misi dan
kewajiban yang harus dipenuhi yaitu
mencapai keadilan sosial. Jika ledakan
penduduk menimbulkan kemacetan





antara tenaga kerja dan majikan
dianggap merupakan kutukan bagi
dunia kapitalis. Pertumbuhan
organisasi pekerja dan majikan selama
beberapa dekade terakhir dan
kemudian dibarengi dengan
pemogokan-pemogokan dan larangan-
larangan bekerja telah menjadi
fenomena yang identik dengan dunia
industri. Pemogokan tidak saja
berpengaruh pada para konsumen dan
para produsen, tetapi juga pada para
pekerja itu sendiri. Para konsumen
akan terpengaruh oleh kelangkaan
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barang yang dibuat dan hal ini akan
mengakibatkan naiknya harga. Para
produsen akan terpengaruh oleh
gangguan dalam kelanjutan produksi.
Selanjutnya terhentinya pekerjaan
yang disebabkan oleh pemogokan
berarti kerugian kerja dan upah bagi
para pekerja.
Menurut Mannan, Islam tidak
mengakui penghisapan buruh oleh
majikan, tetapi juga tidak menyetujui
dihapuskannya kelas kapitalis dari
kerangka kerja sosial sebagaimana
yang terdapat dalam analisis Marx
tentang masyarakat tanpa kelas. Oleh
karena itu, apabila sebab utama
pertentangan industri modern maupun
di berbagai pemerintah Islam
dianalisis berdampingan, maka dapat
dengan mudah mengatakan bahwa
Islam melindungi kepentingan kaum
buruh maupun majikan dalam
kerangka suatu organisme nyata yang
serba lengkap. Dengan memberikan
suatu penilaian moral bagi seluruh
persoalan, Islam telah menjalin
persatuan antara buruh dan majikan.
Dengan demikian, jika para pekerja
dan majikan diresapi nilai Islam, maka
seluruh persoalan mengenai
pemogokan dan penutupan tempat
kerja relatif tidak perlu. Pokok
persoalannya bukanlah bagaimana
melarang atau membatasi pemogokan
dan penutupan tempat kerja, tetapi
bagaimana cara memasukkan nilai-
nilai Islam ke dalam kerangka
pengembangan industri yang terdapat
di negara-negara Islam.
Dalam persoalan pemerataan
ekonomi, sejumlah paket kebijakan
operasional yang diharapkan
mempunyai implikasi berjangka jauh
guna mengurangi kesenjangan
pendapatan dan kekayaan dapat
direncanakan dengan melaksanakan
tindakan pengaturan wajib dan
sukarela yang secara Islami
dibenarkan, yaitu:
a. Pembayaran zakat dan ‘Usr.
b. Larangan riba atas pinjaman
konsumtif maupun produktif.
c. Hak atas sewa ekonomik murni
(yaitu pendapatan yang diperoleh
tanpa suatu usaha khusus oleh
siapapun juga) dari semua
anggota masyarakat atau negara.
d. Pelaksanaan hukum waris guna
menjalin pengalihan harta benda
antar generasi secara adil.
e. Dorongan untuk memberi
pinjaman secara tulus dan ikhlas
serta bebas dari bunga (qardul-
hasanah).
f. Pencegahan dari habisnya sumber
daya alam oleh generasi sekarang,
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yang akan dapat merugikan
generasi yang akan datang.
g. Dorongan untuk memberikan
sadaqah kepada orang miskinoleh
mereka yang memiliki dana








pribadi bagi orang-orang yang
layak menerimanya.
j. Dorongan untuk meminjamkan
modal produktif tanpa
mengenakan beaya bagi mereka
yang membutuhkannya, si
penerima diharapkan akan
mengembalikan pada si pemilik
asli, sesudah mencapai sasaran
atau tujuan peminjaman (ma’un).




segera setelah ditetapkan oleh
suatu negara Islam sesuai dengan
syari’at maupun kenyataan sosio-
ekonomis.
l. Pemungutan pajak tambahan di
luar zakat dan ‘usr oleh suatu
negara Islam untuk menjamin
pemerataan yang adil.




perkembangan yang cukup signifikan.
Walaupun fase-fase tersebut dilalui
dengan cukup lama, namun tidak
memberikan dampak positif bagi
pembangunan ekonomi dunia yang
sejahtera dan adil. Ketika Islam
menawarkan konsep pembangunannya
yang berdasarkan Alquran dan
Sunnah, maka alasan pertama
munculnya konsep ekonomi
pembangunan ini adalah didasari
adanya kebutuhan akan suatu konsep
alternatif yang layak diterapkan bagi
pembangunan negara-negara mulim.
Hal ini diperkuat dengan
kenyataan bahwa konsep
pembangunan ekonomi model Barat
yang selama ini diterapkan hampir dua
abad di hampir seluruh negara-negara
dunia ternyata tidak cocok dengan
jiwa dan prinsip-prinsip yang dianut
oleh negara-negara muslim. Itu terlihat
pada realita pembangunan ekonomi
negara-negara berkembang. Maka
tidak aneh, jika banyak kritik yang
menyatakan bahwa konsep
pembangunan Barat yang lahir dari
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teori kapitalis malah bisa merusak
masa depan pembangunan negara-




pembangunan yang lebih besar, yaitu
pembangunan umat manusia.
Fungsi utama Islam adalah
membimbing manusia pada jalur yang
benar dan arah yang tepat. Semua
aspek yang berkaitan dengan
pembangunan ekonomi harus menyatu
dengan pembangunan ummat manusia
secara keseluruhan.
Dr. Abdullah Abdul Husein At-
Tariqy mengungkapkan, ”Banyak ahli




bukan hanya aktivitas produksi
material saja. Lebih dari itu,
pertumbuhan ekonomi merupakan
aktivitas menyeluruh dalam bidang
produksi yang terkait erat dengan
keadilan distribusi. Pertumbuhan
ekonomi bukan hanya diukur dari
aspek ekonomi, melainkan aktivitas
manusia yang ditujukan untuk
pertumbuhan dan kemajuan sisi
material dan spiritual manusia
sekaligus. Dari kajian para ulama
dapat dirumuskan dasar-dasar filosofis
pembangunan ekonomi ini, yaitu :
a. Tauhid rububiyah, yaitu
menyatakan dasar-dasar hukum
Allah untuk selanjutnya mengatur
model pembangunan yang
berdasarkan Islam.
b. Keadilan, yaitu pembanguan yang
tidak pincang (senjang), tetapi
pembangunan ekonomi yang
merata (growth with equity)
c. Khilafah, yang menyatakan
bahwa manusia adalah wakil
Allah Allah di muka bumi untuk
memakmurkan bumi dan






dengan Allah., sesamanya dan
alam lingkungan, masyarakat dan
negara.
Berdasarkan dasar-dasar filosofis
di atas dapat diperjelas bahwa prinsip
pembangunan ekonomi menurut Islam
adalah :
a. Pembangunan ekonomi dalam
Islam bersifat komprehensif dan
mengandung unsur spiritual,
moral dan material. Pembangunan
merupakan aktivitas yang
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berorientasi pada tujuan dan nilai.
Aspek material, moral, ekonomi,
sosial spiritual dan fiskal tidak
dapat dipisahkan. Kebahagian
yang ingin dicapai tidak hanya
kebahagian dan kesejahteraan
material di dunia, tetapi juga di
akhirat.
b. Fokus utama pembangunan adalah
manusia dengan lingkungan
kulturalnya. Ini berbeda dengan
konsep pembangunan ekonomi
modern yang menegaskan bahwa
wilayah operasi pembangunan






c. Pembangunan ekonomi adalah
aktivitas multidimensional
sehingga semua usaha harus
diserahkan pada keseimbangan
berbagai faktor dan tidak
menimbulkan ketimpangan.
d. Penekanan utama dalam
pembangunan menurut Islam,
terletak pada, pemanfaatan
sumberdaya yang telah diberikan




melalui pembagian secara merata
berdasarkan prinsip keadilan dan
kebenaran. Islam menganjurkan sikap
syukur dan adil dan mengutuk sikap
kufur dan zalim. Dasar-dasar filosofi
di atas hampir sama dengan yang
dirumuskan oleh Masudul Alam
Choudhury dengan prisma ekonomi
Islam. Ekonomi Islam yang
dikemukan Choudury sebagai prinsip-
prinsip pembangunan ekonomi yang
harus diberlakukan oleh perancang
ekonomi pembangunan dalam
membangun perekonomian negara dan
masyarakat. M.A.Mannan menilai
bahwa konsep pembangunan dalam
Islam memiliki keunggulan
dibandingkan konsep modern tentang
pembangunan. Keunggulan tersebut
terletak pada motivasi pembangunan
ekonomi dalam Islam, tidak hanya
timbul dari masalah ekonomi manusia
semata-mata tetapi juga dari tujuan
ilahi yang tertera dalam Al-quran dan
Hadits.
Memang harus diakui bahwa
pertumbuhan perkapita sangat
tergantung kepada sumberdaya alam.
Namun sumberdaya alam saja bukan
syarat yang cukup untuk
pembangunan ekonomi. Masih
dibutuhkan satu syarat lain yang utama
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yaitu perilaku manusia. Perilaku ini
memainkan peran yanag sangat
penting dalam pembangunan ekonomi.
Untuk itu harus ada upaya menempa
perilaku manusia tersebut ke arah yang
mendukung pembangunan. Dalam hal
ini negara-negara muslim pada
dasarnya lebih berpotensi dan tidak
mengalami kesulitan seperti dialami
oleh negara-negara sekuler dalam
upaya menempa perilaku manusia
tersebut. Untuk itu peran ulama juga
sangat dibutuhkan. Kursyid Ahmad
merumuskan tujuan kebijakan
pembangunan dan target yang lebih
spesifik untuk tujuan pembangunan
yaitu, :
a. Pembangunan sumberdaya insani









ilmu dan riset serta peningkatan
partisipasi.
b. Perluasan produksi yang
bermanfaat. Tujuan utama adalah
meningkatkan jumlah produksi
nasional di satu sisi dan
tercapainya pola produksi yang
tepat. Produksi yang dimaksud
bukan hanya sesuatu yang dapat
dibeli orang kaya saja, namun
juga bermanfaat bagi kepentingan
ummat manusia secara
keseluruhan. Produksi barang
barang yang dilarang oleh Islam
tidak akan diperkenankan,
sedangkan yang bermanfaat untuk
ummat akan ditingkatkan. Dalam
kebijakan demikian, pola investasi
dan produksi disesuaikan dengan
prioritas Islam dan kebutuhan
ummat. Dalam hal ini ada tiga hal
yang diprioritaskan : Pertama,
Produksi dan tersedianya bahan
makanan dan kebutuhan pokok
dalam jumlah yang melimpah,
termasuk bahan-bahan konstruksi
untuk perumahan, jalan dan
kebutuhan dasar lainnya dengan
harga yang cukup murah. Kedua,
Perlunya pertahanan dunia Islam
di negara-negara Islam, maka
dibutuhkan peralatan
persenjataan yang memadai.
Ketiga, Swasembada di bidang
produksi kebutuhan primer.
c. Perbaikan kualitas hidup dengan
memberikan prioritas pada tiga
hal, Pertama, terciptanya
lapangan kerja dengan segala
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penataan struktural, teknologi,
investasi, dan pendidikan. Kedua,
sistem keamanan nasional yang
luas dan efektif yang menjamin
kebutuhan dasar masyarakat.
Dalam hal ini zakat harus
dijadikan sebagi instrumen utama.
Ketiga, Pembagian kekayaan dan










itu sistem perpajakan harus diatur
sebaik-baiknya.
d. Pembangunan yang berimbang,
yakni harmonisasi antar daerah
yang berbeda dalam satu negara
dan antar sektor ekonomi.
Desentralisasi ekonomi dan
pembangunan semesta yang tepat,
bukan saja merupakan tuntutan
keadilan tetapi juga diperlukan
untuk kemajuan yang maksimum.
Salah satu tujuan pembangunan
adalah melalui desentralisasi,




peran serta masyarakat. Dengan
terus melakukan check and
balances serta bimbingan dan
pengawasan yang kuat, akan
membentuk daerah itu menjadi
agen pembangunan yang serba
guna. Tujuan perencanaan
pembangunan yang komprehensif
akan sulit dicapai bilamana kita
tidak mampu mengembangkan
desentralisasi kekuasaan dan
pengawasan yang lebih efisien
serta mengurangi birokratisasi
masyarakat. Dalam konteks ini,
maka perusahaan-perusahaan
swasta kecil dan menengah harus
digalakkan dan dikembangkan.
Para penguasa daerah harus
menciptakan iklim lingkungan




juga harus didorong agar dapat
meningkatkan investasi yang lebih
besar lagi. Mereka juga diarahkan
agar menjadi organisasi bisnis
yang maju. Mereka itulah yang
menjadi instrumen pembangunan
ekonomi yang sarat nilai serta
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membagi rata tingkat pendapatan
kepada seluruh masayarakat.
e. Teknologi baru, yaitu
berkembangnya teknologi tepat




yang mandiri hanya dapat
terwujud jika negara tersebut
sudah bebas dari ”bantuan” asing
serta mampu menguasai teknologi
yang berkembang dalam
lingkungan sosial dan alam yang
bebeda, teknologi itu selanjutnya
akan diadaptasikan dengan
kreatifitas sendiri. Karena itu,
perlu ada riset yang intensif dan
luas.
f. Berkurangnya ketergantungan
pada dunia luar dan dengan
semakin menyatunya kerjasama
yang solid sesama negara-negara
Muslim. Adalah tugas ummat
sebagai khalifah, bahwa
ketergantungan pada dunia non-
Islam dalam semua segi harus
diubah menjadi kemandirian
ekonomi. Harga diri negara-
negara muslim harus dibangun
kembali dan pembangunan
kekuatan serta kekuasaan harus
diwujudkan secara bertahap.
Ketahanan dan kemerdekaan
dunia Islam serta kedamaian dan
kesentosaaan ummat manusia
merupakan tujuan utama yang
harus mewarnai dalam
perencanaan pembangunan.
Karena itu perlu ada perubahan
mendasar dalam isi dan pola
perencanaan pembangunan kita.
Selain itu, dalam konteks
perencanaan pembangunan ekonomi,
rancangan kebijakan fiskal merujuk
pada kebijakan yang dibuat
pemerintah untuk mengarahkan
ekonomi suatu negara melalui
pengeluaran dan pendapatan (berupa
pajak) pemerintah. Pendapat Mannan
dalam konsep ekonomi Islam,
kebijaksanaan fiskal bertujuan untuk
mengembangkan suatu masyarakat
yang didasarkan atas distribusi
kekayaan berimbang dengan
menempatkan nilai-nilai material dan
spiritual pada tingkat yang sama.
Dengan demikian Mannan
menghendaki kebijakan fiskal tidak
hanya meletakkan orientasi material,
akan tetapi perlu meletakkan
perspektif nilai-nilai spiritual.
Pendapat Mannan jika
dihubungkan dengan pendapat tokoh
lain memiliki kesamaan walaupun
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berbeda dalam aspek skala prioritas.
Misalnya tokoh Islam Yusuf Qardhawi
yang terkenal dengan kitabnya Fiqh
az- Zakat terkait dengan kebijakan
fiskal menegaskandalam bukunya:
Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan.
Ada berbagai sarana untuk
mengentaskan kemiskinan yaitu
melalui bekerja, jaminan sanak famili
yang berkelapangan kepada anggota
keluarga yang lain, zakat, baitul mal
dengan segala sumbernya, berbagai
kewajiban di luar zakat, sedekah
sukarela dan kemurahan hati individu.7
Tokoh lain seperti Ziauddin
Ahmad, dkk.,dalam papernya
menawarkan zakat sebagai instrumen
kebijakan fiskal, kumpulan paper dari
Munawar Iqbal yang dipresentasikan
pada International Conference on
Islamic Economics kedua yang
diselenggarakan di Islamabad pada
bulan Maret 1983, banyak mengkaji
permasalahan deskripsi dan empirisasi
ruang lingkup zakat dalam sebuah
perekonomian yang menganut prinsip-
prinsip  etika Islami. Ziauddin Ahmad
menghadirkan zakat sebagai instrumen
sekuritas sosial yang merupakan
bagian dari integrasi sistem Islami
7Yusuf Qardawi, Kiat Islam Mengentaskan
Kemiskinan, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h.
24
untuk pengentasan kemiskinan dan
distribusi pendapatan. Sadeq
mengetengahkan ulasan dalam
dimensi ekonomi, hukum, administrasi
pada instrumen zakat. Shirazi
memaparkan analisis insentif ekonomi
pada kontribusi sistem zakat dalam
program pengentasan kemiskinan di
Pakistan. Umar M. Chapra
menawarkan banyak hal berkaitan
dengan sistem zakat yang dapat
dikontribusikan pada pengembangan
sistem ekonomi Islam. Nejatullah
Siddiqi menawarkan sejumlah aturan





memperbaiki pola konsumsi, produksi
dan distribusi dalam masyarakat Islam.
Salah satu kejahatan terbesar dalam
sistem kapitalisme ialah penguasaan
dan pemilikan sumber daya produksi
yangdikuasai oleh segelintir manusia
yang beruntung, hingga mengabaikan
orang yang kurang beruntung yang
sangat banyak jumlahnya. Hal ini
mengakibatkan perbedaan dalam hal
pendapatan yang ada dan akhirnya
8Mustafa Edwin Nasution, dkk, Pengenalan
Eksklusif Ekonomi Islam, (Jakarta: kencana, 2006), h.
208
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dapat memperlambat pertumbuhan
industri dan perdagangan dalam
negeri. Karena suatu tatanan ekonomi
yang didominasi monopoli, selalu
merintangi pemanfaatan sumber daya
ekonomi suatu negara dengan
sepenuhnya.
Menurut Umer Chapra, zakat
merupakan alat bantu sosial mandiri
yang menjadi kewajiban moral bagi
orang kaya untuk membantu mereka
yang miskindan terabaikan yang tak
mampu menolong dirinya sendiri
meskipundengan semua skema
jaminan sosial yang ada, sehingga
kemelaratandan kemiskinan dapat
terhapuskan dari masyarakat Muslim.
Zakat tidak menghilangkan kewajiban
pemerintah  untuk menciptakan
kesejahteraan, melainkan hanya
membatu menggeser sebagian
tanggung jawab pemerintah ini
kepadamasyarakat, khususnya kerabat
dekat dan tetangga dari individu-




beban kesejahteraan ini. Jika hasil
zakat ini tidak mencukupi, fuqaha
berpendapat bahwa masyarakat
Muslim harus memikul beban ini dan
berusaha menemukan cara-cara dan
alat-alat lain untuk mencapai tujuan
ekonomi tersebut.9
Menurut Mubariq zakat
disalurkan untuk memenuhi konsumsi
pokok kebutuhan yang habis dipakai
dari hari ke hari. Meskipun mungkin
mampu membantu fakir miskin
memenuhi kebutuhan hidup yang
mendesak, cara pemanfaatan zakat
seperti ini cenderung mengabadikan si
penerima dalam situasi
kemiskinannya. Pemberian "ikan"
yang terus menerus tidak mendorong
orang menjadi "tukang pancing"
terutama jika zakat dibagikan
berdasarkan flat rate. Karena itu,
"reorientasi" prioritas pemanfaatan
zakat perlu dilakukan ke arah manfaat
jangka panjangnya. Pertama, zakat
harus dibagikan sebagai "pajak
pendapatan negatif" untuk
mempertahankan insentif bekerja atau
mencari penghasilan sendiri di
kalangan fakir miskin. Kedua,
sebagian dari zakat yang terkumpul
(setidaknya 50%) harus digunakan
untuk membiayai kegiatan memberi
"pancing" (kegiatan produktif) kepada
kelompok masyarakat fakir miskin.10
9M. Umer Chapra, Islam dan Tantangan
Ekonomi, (Jakarta: Gip dan Tazkia, 2002), h 317
10Eko Suprayitno, Ekonomi Islam Pendekatan
Ekonomi Makro Islam dan Konvensional,
(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005) , h 175
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Berdasarkan pada pendapat para
tokoh di atas, dapat ditarik persamaan
dan perbedaan pendapat yaitu jika
dilihat dari persamaannya baik
Mannan maupun Yusuf Qardhawi,
Ziauddin Ahmad, dkk., Sadeq, Shirazi,
Umar M. Chapra, Nejatullah Siddiqi,
Monzer Kahf, dan Ahmad Mubariq,
sama-sama meletakkan zakat sebagai
instrumen untuk mengentaskan




meletakkan wakaf sebagai instrumen
kebijakan fiskal yang potensial dan
zakat sebagai pendukung untuk
meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Dalam perspektif Mannan
jika wakaf diutamakan sebagai
instrumen kebijakan fiskal maka dapat
diwujudkan kebijakan fiskal yang
berorientasi material dan spiritual
secara seimbang dan utuh.
Yusuf Qardhawi hanya
menempatkan zakat sebagai sarana
untuk mengentaskan kemiskinan.
Sedangkan Ziauddin Ahmad, dkk.,
dalam papernya menawarkan zakat
sebagai instrumen kebijakan fiskal.
Sadeq mengetengahkan ulasan dalam
dimensi ekonomi, hukum, administrasi
pada instrumen zakat. Shirazi
memaparkan analisis insentif ekonomi
pada kontribusi sistem zakat dalam
program pengentasan kemiskinan di
Pakistan. Umar M. Chapra
menawarkan banyak hal berkaitan
dengan sistem zakat yang dapat
dikontribusikan pada pengembangan
sistem ekonomi Islam. Nejatullah
Siddiqi menawarkan sejumlah aturan
penting dalam konteks kewajiban
pemerintah untuk mengembangkan
infrasuktur Islamic economy. Monzer
Kahf mengutarakan pendapatnya
bahwa zakat memperbaiki pola
konsumsi, produksi dan distribusi
dalam masyarakat Islam. Ahmad
Mubariq merekomendasikan agar
zakat disalurkan untuk memenuhi
konsumsi pokok kebutuhan yang habis
dipakai dari hari ke hari.
Berdasarkan uraian dan pendapat
para tokoh di atas, bahwa kelebihan
pendapat Mannan sebagai berikut
karakteristik pemikiran ekonomi Islam
Muhammad Abdul Mannan
merefleksikan keunikannya, dan dari
keunikannya itu sekaligus sebagai
kelebihannya dibandingkan dengan
ekonom lainnya. Kelebihannya dapat
dikemukakan dalam beberapa hal.
Pertama, pandangan dan
pemikirannya komprehensif dan
integratif mengenai teori dan praktek
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ekonomi Islam, menghadirkan
gambaran keseluruhan dan bukan
hanya potongan-potongannya. Ia
melihat sistem ekonomi Islam dalam
perspektifnya yang tepat.11 Dalam hal
ini, ia memenuhi kebutuhan besar dan
berfungsi sebagai antibodi terhadap
sebagian penyakit rasa puas yang
menimpa kalangan-kalangan Islam. la
tidak saja mengulang pernyataan
posisi Islam terhadap perbankan, dan
finansial dalam suatu cara yang otentik
komprehensif dan tepat, melainkan
juga mengidentifikasi kesenjangan
dalam beberapa pendekatan yang
berlaku. la juga merupakan suatu
peringatan yang tepat waktu terhadap
pendekatan-pendekatan yang parsial.
Penekanan Muhammad Abdul
Mannan pada perubahan struktural,
pada perlunya membersihkan
kehidupan ekonomi dari segala bentuk
eksploitasi dan ketidakadilan serta
terhadap saling ketergantungan dari
berbagai unsur dalam lingkup
kehidupan Islam, tidak saja merupakan
pengingat yang tepat, melainkan juga
berfungsi sebagai agenda kuat untuk
reformasi dan rekonstruksi masa
depan umat Islam dalam menata
sistem perbankan.
11Imamudin Yuliadi, Ekonomi Islam Sebuah
Pengantar, (Yogyakarta: LPPI, 2001), h 53.
Karakteristik kedua dari
pemikirannya adalah terintegrasinya
teori dengan praktik ekonomi Islam.
Muhammad Abdul Mannan dengan
sangat baik mengembangkan argumen
yang jitu dalam menggulirkan konsep
ekonomi Islam inklusif masalah
peranan asuransi Islam. Dari sini
tampaknya ia telah berhasil
menunjukkan dengan ketelitian
akademik tidak saja kebaikan,
melainkan juga keunggulan sistem
ekonomi Islam. la tidak saja melihat
ulang secara kritis ekonomi Islam,
asuransi dan perbankan Islam yang




tujuan Islam secara lebih efektif.
Ketiga, karakteristik gagasan dan
pemikirannya ini telah meningkatkan
tingkat perdebatan mengenai ekonomi
Islam, asuransi dan perbankan Islam,
oleh evaluasi kritis dari sebagian
gagasan baru yang berkembang
selama dekade baru, dengan
menghadirkan pandangan-pandangan
baru dan saran kebijakan yang relevan.
Evaluasinya tentang sebagian usulan
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Pandangannya tentang konsep
asuransi, uang, perbankan Islam,
kerangka mikro dan makro ekonomi,
kebijakan fiskal dan Anggaran Belanja
dalam Islam di dasarkan atas
pemahaman yang luas dan akurat.
Meskipun pemikirannya mencakup
nilai yang luas dalam bidang ilmu
ekonomi Islam dan perbankan, namun
pembahasan tentang hubungan
perbankan dan moneter internasional
dan bagaimana membersihkan dari
riba dan bentuk-bentuk eksploitasi lain
perlu dikembangkan, diperkokoh, dan
diperluas dalam beberapa hal. Berpijak
dari itu semua, tampaknya para
ekonom muslim lain akan terus
menghadapi tantangan yang datang
dari sistem perbankan dan moneter
dunia. Untuk itu perlu dikembangkan
visi yang lebih tegas tentang peran
uang dan sistem perbankan di dunia
internasional yang bebas dari unsur
eksploitasi dan mengarah kepada
munculnya sebuah tata ekonomi dunia
yang adil.
Jika melihat aktualisasi pemikiran
Abdul Mannan tehadap penerapan
kebijakan fiskal di Indonesia.
Pelaksanaan zakat di Indonesia selama
ini lebih merupakan kegiatan
masyarakat yang ingin menyucikan
hartanya meskipun sudah
diaktualisasikan dalam UU Nomor 23
Tahun 2011 Tentang Pengelolaan
zakat. Dengan demikian diperlukan
berbagai macam penelitian yang
berkaitan dengan dampak alokasi,
distribusi serta stabilisasi kegiatan
zakat sebagai salah satu unsur
kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi
Islam. Demikian pula masalah wakaf
yang merupakan satu instrumen
ekonomi Islam ternyata belum masuk
dalam kebijakan fiskal.
Meskipun zakat tidak sepenuhnya
diberdayakan di Indonesia dan tidak
bisa masuk dalam kebijakan fiskal
tetapi penerapan zakat lewat lembaga
swasta sudah membantu pemerintah
untuk mengentaskan kemiskinan.
Demikian juga peran dan fungsi wakaf
belum masuk dalam kebijakan fiskal,
namun wakaf pun telah banyak
membantu pemerintah dalam
perputaran ekonomi di Indonesia.
Pendapat Mannan di atas, jika
dihubungkan dengan tujuan kebijakan
fiskal dalam perekonomian sekuler
memang sangat berbeda. Seperti
diketahui tujuan kebijakan fiskal
dalam perekonomian sekuler adalah
tercapainya kesejahteraan, yang
didefinisikan sebagai adanya benefit
maksimal bagi individu dalam
kehidupan tanpa memandang
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kebutuhan spirituil manusia. Fiskal
terutama ditujukan untuk mencapai
alokasi sumber daya secara efisien,
stabilisasi ekonomi, pertumbuhan, dan
distribusi pendapatan serta
kepemilikan.
Kebijakan fiskal dan keuangan
mendapat perhatian serius dalam tata
perekonomian Islam sejak awal.
Dalam negara Islam, kebijaksanaan
fiskal merupakan salah satu perangkat
untuk mencapai tujuan syariah
termasuk meningkatkan kesejahteraan
dengan tetap menjaga keimanan,
kehidupan, intelektualitas, kekayaan,
dan kepemilikan. Kebijakan fiskal
merupakan kebijakan yang
mempengaruhi Anggaran Pendapatan
dan Belanja suatu Negara (APBN).
Kebijakan ini bersama kebijakan





ekonomi kapitalis atau lebih dikenal
dengan sistem ekonomi pasar,
memang sangat bergantung pada
jalannya mekanisme pasar.
Bila terjadi gangguan-gangguan
terhadap jalannya mekanisme pasar,
maka diperlukan berbagai macam
usaha untuk mengoreksi jalannya
perekonomian, mekanisme pasar
berjalan secara sempurna. Bisa
dikatakan, kebijakan fiskal memegang
peranan penting dalam sistem
ekonomi Islam bila dibandingkan
kebijakan moneter. Adanya larangan
tentang riba serta kewajiban tentang
pengeluaran zakat menyiratkan
tentang pentingnya kedudukan
kebijakan fiskal dibandingkan dengan
kebijakan moneter. Larangan bunga
yang diberlakukan pada tahun Hijriah
keempat telah mengakibatkan sistem
ekonomi Islam yang dilakukan oleh
nabi terutama bersandar pada
kebijakan fiskalnya saja. Sementara
itu, negara Islam yang dibangun oleh
nabi tidak mewarisi harta sebagaimana
layaknya dalam pendirian suatu
negara.
Oleh karena itu, kita akan mampu
melihat bagaimana kebijakan fiskal
sangat  memegang peranan penting
dalam membangun negara Islam
tersebut. Pada masa kenabian dan
kekhalifahan setelahnya, kaum
Muslimin cukup berpengalaman dalam
menerapkan beberapa instrumen
sebagai kebijakan fiskal, yang
diselenggarakan pada lembaga
Baitulmal (national treasury). Dari
berbagai macam instrumen, pajak
diterapkan atas individu (jizyah dan
Herza Ayu Menita
Pemikiran Abdul Mannan Tentang Ekonomi Islam
2
233
AL-INTAJ Vol. 3, No. 1, Maret 2017
Fakultas Ekoomi dan Bisnis Islam
P-ISSN : 2476-8774/E-ISS : 2621-668X
pajak khusus muslim), tanah kharaj,
dan Ushur (cukai) atas barang impor
dari negara yang mengenakan cukai
terhadap pedagang kaum Muslimin,
sehingga tidak memberikan beban
ekonomi yang berat bagi masyarakat.
Pada saat perekonomian sedang
krisis yang membawa dampak
terhadap keuangan negara karena
sumber - sumber penerimaan terutama
pajak merosot seiring dengan
merosotnya aktivitas ekonomi maka
kewajiban-kewajiban tersebut beralih
kepada kaum Muslimin. Semisal krisis
ekonomi yang menyebabkan warga
negara jatuh miskin otomatis mereka
tidak dikenai beban pajak baik jizyah
maupun pajak atas orang Islam,
sebaliknya mereka akan disantuni
negara dengan biaya yang diambil dari
orang-orang Muslim yang kaya. Aspek
politik dari kebijakan fiskal yang
dilakukan oleh khalifah adalah dalam
rangka mengurusi dan melayani umat.
Kemudian dilihat dari bagaimana
Islam memecahkan problematika
ekonomi, maka berdasarkan kajian
fakta permasalahan ekonomi secara
mendalam terungkap bahwa hakikat
permasalahan ekonomi terletak pada
bagaimana distribusi harta dan jasa di
tengah-tengah masyarakat sehingga
titik berat pemecahan permasalahan
ekonomi adalah bagaimana
menciptakan suatu mekanisme
distribusi ekonomi yang adil. Sejarah
Islam mencatat bagaimana
perkembangan peran kebijakan fiskal
dalam sistem ekonomi Islam mulai
dari zaman awal Islam sampai kepada




pemerintahan Islam yang ada pada
waktu itu, maka kebijakan fiskal
Islami tersebut sedikit demi sedikit
mulai ditinggal dan digantikan dengan
kebijakan fiskal lainnya dari sistem
ekonomi yang sekarang dikenal
dengan nama sistem ekonomi
konvensional.
Dalam Islam dikenal adanya
konsep zakat, infak, sedekah, wakaf
dan lain-lain (ZISWA). Zakat
merupakan kewajiban untuk
mengeluarkan sebagian pendapatan
atau harta seseorang yang telah
memenuhi syarat syariah Islam guna
diberikan kepada berbagai unsur
masyarakat yang telah ditetapkan
dalam syariah Islam. Sementara Infak,
Sedekah, Wakaf merupakan
pengeluaran 'sukarela' yang juga
sangat dianjurkan dalam Islam.
Dengan demikian ZISWA merupakan
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unsur-unsur yang terkandung dalam
kebijakan fiskal. Unsur-unsur tersebut
ada yang bersifat wajib seperti zakat
dan ada pula yang bersifat sukarela
seperti sedekah, infak dan wakaf.
Pembagian dalam kegiatan 'wajib' dan
'sukarela' ini khas di dalam sistem
ekonomi Islam, yang membedakannya
dari sistem ekonomi pasar.
Dalam sistem ekonomi pasar tidak
ada 'sektor sukarela'. Sebagai salah
satu kebijakan fiskal dalam Islam,
ZISWA merupakan salah satu sendi
utama dari sistem ekonomi Islam yang
kalau mampu dilaksanakan dengan
baik akan memberikandampak
ekonomi yang luar biasa. Diharapkan
sistem ekonomi Islam ini mampu
menjadi alternatif bagi sistem pasar
yang ternyata menunjukkan berbagai
masalah di dalam pelaksanaannya.
Jelas ini memerlukan kerja keras dari
berbagi unsur keahlian untuk
mewujudkannya apa yang dinamakan
Sistem Ekonomi Islam.
Dalam konsep ekonomi Islam,
kebijaksanaan fiskal bertujuan untuk
mengembangkan suatu masyarakat
yang didasarkan atas distribusi
kekayaan berimbang dengan
menempatkan nilai-nilai material dan
spiritual pada tingkat yang sama.
Dalam hal pengelolaan keuangan
publik, dunia Islam dewasa ini
kehilangan minimal dua hal yaitu
menghilangnya spirit religiositas dan
kehilangan mekanisme teknis yang
bermanfaat.
Pertama, menghilangnya spirit
religiositas dalam pemenuhan dan
penggunaan keuangan negara
disebabkan oleh pandangan
sekularisme yang melanda dunia
Islam, hal ini menyebabkan dunia
Islam kehilangan daya dorong internal
yang sangat vital. Kedua, tidak
digunakannya berbagai mekanisme
yang berbau Islam, justru dunia Islam
kehilangan metode menyejahterakan
rakyatnya. Sebagai contoh, tidak
diadopsinya zakat ke dalam sistem
ketatanegaraan, menyebabkan dunia
Islam kehilangan kekuatan untuk
menjalankan program kesejahteraan.
Program kesejahteraan untuk
memecahkan masalah kemiskinan dan
bencana yang meliputi kesehatan,
pangan, balita, dan manula tidak
dikenal dengan standar yang




dan materialisme yang tidak dipahami
mendorong moralitas yang bobrok.
Korupsi yang berupa perlawanan
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terhadap aturan legal (mark up,
penyelewengan, pembobolan, komisi,
dan sebagainya) sangat mencoreng
dan memalukan Junta Islam. Korupsi
yang legal menyangkut angka yang
lebih besar lagi yaitu tidak
dipahaminya visi dan misi
pemerintahan dengan baik. Akibatnya
70 persen dana negara secara
legal/sistematis tidak ditujukan kepada
pelayanan dan kesejahteraan rakyat.
Dana-dana ini diizinkan secara legal
untuk digunakan secara elitis dan bias
kepada kekuasaan. Tujuan utama dari
kegiatan zakat berdasarkan sudut
pandang sistem ekonomi pasar adalah
menciptakan distribusi pendapatan
menjadi lebih merata. Selain untuk
tujuan distribusi, maka analisis
kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi
pasar dilakukan untuk melihat
bagaimana dampak dari zakat terhadap
kegiatan alokasi sumber daya ekonomi
dan stabilisasi kegiatan ekonomi.
Penelitian-penelitian yang
berkaitan dengan dampak kegiatan
zakat di dalam suatu perekonomian
dewasa ini belum banyak berkembang.
Karena unsur zakat dalam sistem
ekonomi konvensional bukan
merupakan suatu variabel utama
dalam struktur teori yang ada. Dalam
struktur ekonomi konvensional, unsur
utama dari kebijakan fiskal adalah
unsur-unsur yang berasal dari berbagai
jenis pajak sebagai sumber
penerimaan pemerintah dan unsur-
unsur yang berkaitan dengan variabel
pengeluaran Pemerintah.
Berdasarkan uraian di atas, dapat
disimpulkan bahwa walaupun
pendapat Mannan belum sepenuhnya
diterapkan di Indonesia, namun zakat
sudah banyak membantu pemerintah
Indonesia dalam mengentaskan
kemiskinan.Pelaksanaan zakat di
Indonesia selama ini lebih merupakan
kegiatan masyarakat yang ingin
menyucikan hartanya meskipun sudah
diaktualisasikan dalam UU Nomor 23
Tahun 2011 Tentang Pengelolaan
zakat. Dengan demikian diperlukan
berbagai macam penelitian yang
berkaitan dengan dampak alokasi,
distribusi serta stabilisasi kegiatan
zakat sebagai salah satu unsur
kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi
Islam. Demikian juga persoalan wakaf
belum masuk dalam tataran kebijakan
fiskal, namun sudah ada
pemberdayaan wakaf. Walaupun
pendapat Mannan belum sepenuhnya
diterapkan di Indonesia, namun
pemikiran Mannan dapat dijadikan
studi banding.
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Masalah wakaf merupakan satu
instrumen ekonomi Islam ternyata
sudah diberdayakan di Indonesia,
walaupun belum masuk dalam
kebijakan fiskal. Di sejumlah negara
lain, seperti Mesir dan Bangladesh,
wakaf telah dikembangkan sedemikian
rupa, sehingga menjadi sumber
pendanaan yang tiada habis-habisnya
bagi pengembangan ekonomi umat.
Dalam kondisi keterpurukan ekonomi
seperti yang tengah dialami Indonesia
saat ini, pemerintah, ulama dan
masyarakat telah
mendorongpengembangan instrumen
wakaf. Untuk kepastian hukum,
wakaftelah diaktualisasikan dalam UU
Nomor 41 Tahun 2004 Tentang
wakaf.Pembicaraan tentang persoalan
wakaf merupakan isu yang menarik.
Perwakafan atau wakaf
merupakan pranata dalam keagamaan
Islam yang sudah mapan. Dalam
hukum Islam, wakaf termasuk ke
dalam kategori ibadah kemasyarakatan
(ibadah ijtimaiyyah). Sepanjang
sejarah Islam, wakaf merupakan
sarana dan modal yang amat penting
dalam memajukan perkembangan
agama. Secara bahasa wakaf berasal
dari kata waqafa yang artinya al-habs
(menahan). Dalam pengertian istilah,
wakaf adalah menahan atau
menghentikan harta yang dapat
diambil manfaatnya guna kepentingan
kebaikan untuk mendekatkan diri
kepada Allah. Menurut Sayyid Sabiq
wakaf berarti menahan harta dan
memberikan manfaatnya di jalan
Allah.
Dari rumusan pengertian di atas
terlihat bahwa dalam Fiqh Islam,wakaf
sebenarnya dapat meliputi berbagai
benda. Walaupun berbagai riwayat
atau hadis yang menceritakan masalah
wakaf ini adalah mengenai tanah, tapi
para ulama memahami bahwa wakaf
non tanah pun boleh saja asal
bendanya tidak langsung musnah atau
habis ketika diambil manfaatnya. Dari
berbagai rumusan di atas pula dapat
disimpulkan bahwa wakaf ialah
menghentikan (menahan) perpindahan
milik suatu harta yang bermanfaat dan
tahan lama, sehingga manfaat harta itu
dapat digunakan untuk mencari
keridhaan Allah SWT. Wakaf
dinyatakan sah apabila telah terpenuhi
rukun. Rukun wakaf ada 4 yaitu:
a. Wakif (orang yang mewakafkan)
b. Maukuf (barang/harta yang
diwakafkan)
c. Maukuf 'Alaih(tujuan wakaf/orang
yang diserahi untuk mengurus
harta wakaf)
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d. Shighat (pernyataan wakif sebagai
suatu kehendak untuk
mewakafkan harta bendanya).
Diantara sekian banyak ajaran Islam
ada yang mengandung nilai
ibadah saja, ada yang
mengandung nilai sosial saja dan
ada pula yang mengandung
kedua-duanya. Salah satu ajaran
Islam yang mengandung nilai
ibadah dan juga sosial adalah
ajaran tentang wakaf.Dikatakan
mengandung nilai ibadah karena
salah satu motivasi wakaf adalah
taqarrub kepada Allah SWT.
C. PENUTUP
Berdasarkan uraian bahasan diatas
maka dapat disimpulkan bahwa
Muhammad A.Mannan menilai bahwa
konsep pembangunan dalam Islam
memiliki keunggulan dibandingkan
konsep modern tentang pembangunan.
Keunggulan tersebut terletak pada
motivasi pembangunan ekonomi dalam
Islam, tidak hanya timbul dari masalah
ekonomi manusia semata-mata tetapi
juga dari tujuan ilahi yang tertera dalam
Al-quran dan Hadits. Selain itu, dalam
konteks perencanaan pembangunan
ekonomi, rancangan kebijakan fiskal
merujuk pada kebijakan yang dibuat
pemerintah untuk mengarahkan
ekonomi suatu negara melalui
pengeluaran dan pendapatan (berupa
pajak) pemerintah.
Pendapat Mannan dalam konsep
ekonomi Islam, kebijaksanaan fiskal
bertujuan untuk mengembangkan suatu
masyarakat yang didasarkan atas
distribusi kekayaan berimbang dengan
menempatkan nilai-nilai material dan
spiritual pada tingkat yang sama.
Dengan demikian Mannan
menghendaki kebijakan fiskal tidak
hanya meletakkan orientasi material,
akan tetapi perlu meletakkan perspektif
nilai-nilai spiritual. Mannan meletakkan
wakaf sebagai instrumen kebijakan
fiskal yang potensial dan zakat sebagai
pendukung untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Dalam
perspektif Mannan jika wakaf
diutamakan sebagai instrumen
kebijakan fiskal maka dapat diwujudkan
kebijakan fiskal yang berorientasi
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